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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Nagari Lumpo,
Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan masih tergolong kurang
efektif, terutama jika dilihat dari tahap pencegahan, mitigasi, dan
kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Hal ini terlihat dari masih
minimnya sosialisasi kebencanaan yang menyeluruh kepada
masyarakat, belum optimalnya sistem peringatan dini banjir, serta
kurangnya sarana dan prasarana pendukung mitigasi bencana yang
tersedia di tingkat nagari. Selain itu, koordinasi antara BPBD dengan
pemerintah nagari dan masyarakat setempat dalam upaya pencegahan
bencana banjir juga belum berjalan secara maksimal, sehingga
masyarakat masih sering terlambat dalam mengantisipasi datangnya
banjir.

Namun demikian, jika ditinjau dari aspek penanganan pada saat
tanggap darurat bencana, kinerja BPBD dapat dikatakan cukup efektif.
Hal ini dibuktikan dengan respons yang relatif cepat dari petugas BPBD
dalam melakukan evakuasi korban, penyaluran bantuan logistik, serta
pendirian posko darurat ketika banjir terjadi di Nagari Lumpo.
Koordinasi antara BPBD, aparat nagari, dan relawan pada saat kondisi
darurat juga menunjukkan hasil yang cukup baik sehingga dampak
kerugian yang lebih besar dapat diminimalisir. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa efektivitas BPBD dalam penanggulangan bencana
banjir di Nagari Lumpo bersifat timpang antara tahap pra bencana yang
masih lemah dengan tahap tanggap darurat yang sudah berjalan cukup

baik.
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar BPBD
Kabupaten Pesisir Selatan lebih meningkatkan program sosialisasi dan
edukasi kebencanaan secara berkala kepada masyarakat Nagari Lumpo
agar tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir
semakin meningkat. BPBD juga perlu memperkuat sistem peringatan
dini banjir serta melengkapi sarana dan prasarana mitigasi bencana
yang masih minim di tingkat nagari. Selain itu, perlu dibangun
koordinasi yang lebih intensif dan berkelanjutan antara BPBD,
pemerintah nagari, dan masyarakat, tidak hanya pada saat tanggap
darurat tetapi juga pada tahap pencegahan dan mitigasi, sehingga
kesenjangan efektivitas antara tahap pra bencana dan tahap tanggap
darurat dapat diminimalisir. Pemerintah nagari diharapkan pula dapat
lebih proaktif dalam mengalokasikan anggaran serta membentuk
kelompok siaga bencana di tingkat lokal guna mendukung tugas BPBD
secara berkelanjutan(Suhardjo, 2015)
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